POHON KINERJA BPSDM PROVINSI JAMBI

RPIJMD

Tujuan 1 : terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan,dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi (Kondisi awal “B”, dan target capaian akhir tahun 2024 “B”)
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ESS I

Sasaran 2:

Terwujudnya Birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (83,50)

Aparatur

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya kompetensi Aparatur melalui
pengembangan SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan

Persentase kelulusan peserta pengembangan kompetensi
dan peserta sertifikasi/Uji Kompetensi
Meningkatnya sumber daya kelembagaan Pengembangan
SDMA paratur
Persentase penyelenggaraan pengembangan SDM
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Meningkatnya kompetensi

Aparatur Bidang Urusan

Pemerintahan Konkuren Dan

Teknis Inti

— Persentase peserta pasca
diklat yang memahami
ilmu pelatihan bidang
Pengembangan
Kompetensi Urusan
Pemerintahan Konkuren Dan
Teknis Inti

Meningkatnya kompetensi

Aparatur Bidang

Pengembangan

Kompetensi Teknis Umum

dan Fungsional

— Persentase peserta pasca
diklat yang memahami
ilmu kediklatan
Pengembangan
Kompetensi Teknis
Umum dan Fungsional
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Meningkatnya kompetensi

Aparatur Bidang

Pengembangan Kompetensi

Kepemimpinan dan

Manajerial

— Persentase peserta pasca
diklat yang memahami
ilmu kediklatan
Pengembangan
Kompetensi
Kepemimpinan dan
Manajerial
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Meningkatnya kompetensi
Aparatur
— Persentase peserta
pasca diklat yang
menerapkan ilmu
kediklatan sertifikasi
kompetensi (95%)
— Persentase Pelaksanaan

Akrediatasi Lembaga

Meningkatnya sumber daya

kelembagaan Pengembangan.

SDM Aparatur bidang SKPK

— Persentase penyelenggaraan
pengembangan SDM
Aparatur
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Meningkatnya kompetensi

Aparatur subbidang

Pengembangan Kompetensi Inti

Jabatan Administrasi Perangkat

Daerah Penunjang

— Jumlah Peserta
Pengembangan Kompetensi

Jabatan Administrasi
Perangkat NDaerah Penuiniang

Meningkatnya kompetensi

Aparatur subbidang

Pengembangan Kompetensi

Umum Jabatan Administrasi

— Jumlah Peserta
Pengembangan Kompetensi
Umum Jabatan Administrasi

Meningkatnya kompetensi

Aparatur subbidang

Pengembangan Kompetensi

Pimpinan Daerah

— Jumlah Peserta
Pengembangan Kompetensi
Pimpinan Daerah
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Meningkatnya kompetensi
Aparatur subbidang
Pengembangan Kompetensi Inti
Jabatan Administrasi Urusan
Konkuren Wajib Pelayanan Dasar
dan Pilihan
— Jumlah Peserta
Pengembangan Kompetensi
Inti Jabatan Administrasi
Urusan Konkuren Wajib
Pelayanan Dasar dan Pilihan

Meningkatnya kompetensi

Aparatur subbidang

Pengembangan Kompetensi

Pilihan Jabatan Administrasi

— Jumlah Peserta
Pengembangan Kompetensi
Pilihan Jabatan Administrasi
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Meningkatnya sumber daya
kelembagaan SDM Aparatur
yang memadai sub bidang
Sertifikasi Kompetensi
— Jumlah peserta Sertifikasi
dan uji Kompetensi
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Meningkatnya kompetensi

Aparatur subbidang

Pengembangan Kompetensi

jabatan Struktural

— Jumlah Peserta Pengembangan
Kompetensi jabatan Struktural
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Meningkatnya kompetensi
Aparatur melalui pengembangan
SDM aparatur Sub Bidang
Pengembangan Kompetensi Inti
Jabatan Administrasi Urusan
Konkuren Wajib Non peldas
— Jumlah Peserta
Pengembangan Kompetensi
Inti Jabatan Administrasi
Urusan Konkuren Wajib Non
peldas

Meningkatnya kompetensi
Aparatur melalui
pengembangan SDM aparatur
Sub Bidang Pengembangan
Kompetensi Jabatan
Fungsional
— Jumlah Peserta
Pengembangan
Kompetensi Jabatan
Fungsional

Meningkatnya kompetensi
Aparatur subbidang
Pengembangan Kompetensi
Kepemimpinan dan Prajabatan
Jumlah Peserta Pengembangan
Kompetensi Kepemimpinan dan
Prajabatan

Meningkatnya sumber daya

kelembagaan SDM Aparatur

yang memadai sub bidang

Pengelolaan Sumber Belajar dan

Kerjasama

— Frekuensi pelaksanaan
Akreditasi Lembaga

— Jumlah Kabupaten/Kota yang
dimonitoring Evaluasi
Penyelenggaraan Kompetensi
ASN

Meningkatnya kualitas
pelayanan publik, akuntabilitas
kinerja.

Persentase terpenuhinya
penyediaan sarana dan
prasarana kantor

Indeks Kepuasan terhadap
layanan pengembangan SDM )
Nilai AKIP )

Meningkatnya sumber daya
kelembagaan SDM Aparatur
yang memadai sub bidang
Pengelolaan Sumber Belajar dan
Kerjasama
— Jumlah Kabupaten/kota yang
dimonitoring Evaluasi
Pelaksanaan kerjasama
Kabupaten/kota 11 kab. kota
— Jumlah Studi Tiru
Pengembangan Kompetensi
Dalam Pembelajaran i




